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This study aims to analyze the role of Pancasila Education and digital literacy as ethical 
foundations for the development of sustainable science in the era of the Industrial 
Revolution 4.0 and Society 5.0. The development of digital technology has transformed 
patterns of knowledge production and distribution, while simultaneously giving rise to 
ethical challenges such as data exploitation, algorithmic bias, and the weakening of 
national values. This study employed a Multivocal Literature Review (MLR) approach by 
integrating a Systematic Literature Review (SLR) and a Grey Literature Review (GLR) on 
50 relevant scientific documents. The analysis was conducted using thematic and content 
analysis techniques to identify the relationship between Pancasila values, digital literacy, 
and scientific ethics. The results show that Pancasila serves as a comprehensive ethical 
framework for guiding the development of responsible, inclusive, and socially just science. 
Furthermore, digital literacy plays a crucial role in enhancing critical thinking skills and 
ethical awareness in utilizing technology. The integration of the two contributes to 
developing human resources with character and supports the development of sustainable 
science oriented toward the public interest. 
 
[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Pendidikan Pancasila dan literasi digital 
sebagai landasan etika dalam pengembangan ilmu pengetahuan berkelanjutan di era 
Revolusi Industri 4.0 dan Society 5.0. Perkembangan teknologi digital telah mengubah pola 
produksi dan distribusi pengetahuan, sekaligus memunculkan tantangan etis seperti 
eksploitasi data, bias algoritma, dan melemahnya nilai kebangsaan. Penelitian ini 
menggunakan pendekatan Multivocal Literature Review (MLR) dengan mengintegrasikan 
Systematic Literature Review (SLR) dan Grey Literature Review (GLR) terhadap 50 
dokumen ilmiah yang relevan. Analisis dilakukan melalui teknik analisis tematik dan 
analisis isi untuk mengidentifikasi keterkaitan antara nilai Pancasila, literasi digital, dan 
etika ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pancasila berfungsi sebagai kerangka 
etika yang komprehensif dalam mengarahkan pengembangan ilmu pengetahuan yang 
bertanggung jawab, inklusif, dan berorientasi pada keadilan sosial. Di sisi lain, literasi 
digital berperan penting dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan kesadaran etis 
dalam memanfaatkan teknologi. Integrasi keduanya berkontribusi dalam membentuk 
sumber daya manusia yang berkarakter serta mendukung pengembangan ilmu 
pengetahuan yang berkelanjutan dan berorientasi pada kepentingan publik.] 
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1. Pendahuluan 
Pendidikan pancasila di Indonesia diterapkan dalam berbagai jenjang sekolah mulai dari 

pendidikan dasar menengah sampai pendidikan tinggi. Pendidikan pancasila mengajarkan dan 
membimbing siswa untuk selalu berpedoman kepada nilai nilai dalam setiap sila di Pancasila yang 
artinya Pancasila digunakan dalam setiap kegiatan bermasyarakat berbangsa dan bernegara. Nilai-
nilai yang terkandung dalam Pancasila tidak hanya berperan sebagai pedoman dalam kehidupan 
sehari-hari, tetapi juga menjadi dasar yang penting dalam pengembangan proses keilmuan  [1]. Sila 
pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa, menegaskan urgensi dimensi spiritual dan integritas dalam 
aktivitas penelitian, sehingga ilmu pengetahuan tidak semata-mata berorientasi pada aspek material, 
melainkan juga mempertimbangkan nilai-nilai moral dan religius. Sementara itu, sila kedua, 
Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, menekankan pentingnya penghormatan terhadap hak asasi 
manusia serta penerapan prinsip etika dalam setiap tahapan penelitian, guna memastikan bahwa 
hasil yang dihasilkan memberikan manfaat nyata bagi kehidupan manusia. Sila ketiga, Persatuan 
Indonesia, menegaskan pentingnya kolaborasi dan sinergi antara peneliti maupun lembaga riset di 
seluruh wilayah Indonesia guna mendorong pemerataan kemajuan ilmu pengetahuan. Sila keempat, 
Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, 
menekankan perlunya keterlibatan aktif berbagai elemen masyarakat dalam proses penelitian serta 
pengambilan keputusan, sehingga menghasilkan pengembangan ilmu yang bersifat inklusif dan 
demokratis. Adapun sila kelima, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, mengarahkan 
pemanfaatan ilmu pengetahuan untuk mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi, sekaligus 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan  [2]. 

Dalam konteks perkembangan ilmu pengetahuan di era global, transformasi digital 
menghadirkan dinamika baru yang tidak hanya membuka peluang, tetapi juga memunculkan 
berbagai tantangan struktural. Perkembangan teknologi informasi yang pesat telah mengubah cara 
pengetahuan diproduksi, didistribusikan, dan dikonsumsi, sehingga memerlukan kerangka nilai yang 
mampu menjaga arah dan tujuan pengembangannya agar tetap selaras dengan kepentingan 
bangsa. Sejalan dengan hal tersebut, di samping persoalan disinformasi dan perlindungan privasi, 
transformasi digital turut melahirkan fenomena data colonialism serta ketergantungan teknologi pada 
negara-negara maju  [3]. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era Revolusi Industri 
4.0 yang terus bertransformasi menuju Society 5.0 telah membawa perubahan yang signifikan dalam 
cara masyarakat berinteraksi, baik dalam aspek sosial, budaya, ekonomi, maupun politik. Konsep 
Society 5.0 yang digagas oleh pemerintah Jepang menekankan pada penyatuan antara dunia fisik 
dan dunia digital melalui pemanfaatan teknologi seperti kecerdasan buatan, penyimpanan data 
besar, dan internet of things untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Perkembangan 
kecerdasan buatan, big data, serta algoritma prediktif memunculkan berbagai persoalan baru yang 
belum sepenuhnya dapat dijangkau oleh kerangka hukum konvensional  [4].  

Fenomena seperti bias algoritma, manipulasi perilaku publik, hingga eksploitasi data pribadi 
menunjukkan bahwa regulasi formal saja tidak cukup untuk mengendalikan dampak teknologi yang 
semakin canggih. Dalam praktiknya, berbagai kasus penyalahgunaan teknologi digital telah 
menimbulkan persoalan serius di masyarakat. Misalnya, penggunaan algoritma media sosial yang 
cenderung memperkuat penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan polarisasi politik pada momentum 
pemilu. Selain itu, maraknya kebocoran data pribadi di Indonesia, seperti kasus kebocoran data 
pengguna platform digital dan institusi publik, menunjukkan lemahnya perlindungan etika dalam 
pemanfaatan teknologi. Berdasarkan data dari Kementerian Komunikasi dan Digital Republik 
Indonesia dan berbagai laporan keamanan siber nasional, Indonesia mengalami peningkatan kasus 
kebocoran data dan serangan siber dalam beberapa tahun terakhir yang berdampak pada 
penyalahgunaan identitas digital masyarakat. Realitas ini menunjukkan bahwa perkembangan 
teknologi tidak selalu diikuti oleh kesiapan moral dan etika dalam penggunaannya. Dalam situasi 
tersebut, diperlukan penguatan kerangka etis yang tidak hanya bersifat legal-formal, tetapi juga 
berakar pada nilai-nilai filosofis bangsa. Pancasila memiliki posisi strategis sebagai sumber etika 
substantif yang mampu memberikan arah dalam pemanfaatan teknologi dengan menempatkan 
manusia sebagai subjek yang bermartabat. Dengan demikian, manusia tidak diperlakukan sekadar 
sebagai objek statistik maupun komoditas ekonomi, melainkan sebagai pusat dari setiap 
pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi. Era Society 5.0 dipahami 
sebagai tahap perkembangan masyarakat yang mengintegrasikan teknologi digital dan kehidupan 
sosial untuk menyelesaikan berbagai persoalan manusia. Oleh karena itu, dunia pendidikan dituntut 
melakukan penyesuaian melalui penguatan literasi digital, etika teknologi, dan pendidikan karakter 
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guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang adaptif sekaligus berlandaskan nilai-nilai 
kemanusiaan [5].  

Menghadapi era Society 5.0 memerlukan perubahan paradigma pendidikan. Pendidik tidak 
lagi hanya berperan sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai inspirator yang mendorong 
berkembangnya kreativitas peserta didik. Selain itu, penguatan profil Pelajar Pancasila dan nilai-nilai 
kewarganegaraan menjadi hal yang sangat penting. Implementasinya dapat dilakukan melalui 
berbagai kegiatan, baik intrakurikuler, kokurikuler, ekstrakurikuler, maupun melalui budaya sekolah 
dan pemberdayaan lingkungan masyarakat. Urgensi internalisasi nilai Pancasila dalam praktik 
keilmuan semakin menguat seiring dengan meningkatnya tuntutan internasional terhadap konsep 
responsible research and innovation (RRI). Konsep ini menekankan pentingnya transparansi, 
partisipasi publik, dan akuntabilitas sosial dalam setiap proses riset. Namun, tanpa landasan nilai 
lokal yang kuat, penerapan standar global berpotensi menjadi formalitas administratif semata. Oleh 
karena itu, Pancasila dapat berfungsi sebagai jembatan konseptual yang mengontekstualisasikan 
prinsip global tersebut ke dalam realitas sosial-budaya Indonesia [6].  

 
 
2. Metode 

Penelitian ini menggunakan metode Multivocal Literature Review (MLR), yaitu pendekatan 
yang mengintegrasikan Grey Literature Review (GLR) dan Systematic Literature Review (SLR). MLR 
jika dimungkinkan dan dibutuhkan dapat memanfaatkan sumber data yang lebih beragam, tidak 
hanya berasal dari publikasi akademik, tetapi juga dari literatur non-akademik seperti unggahan blog 
(https://www.komdigi.go.id/transformasi-digital/masyarakat-digital/detail/pemerataan-literasi-digital), 
serta laporan resmi pemerintah (Siaran Pers No. 412/HM/KOMINFO/06/2024), termasuk pula 
dokumen kebijakan seperti peraturan pemerintah (UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data 
Pribadi), risalah, dan buku  [7]. Adapun alur dan tahapan metode ini disajikan pada Gambar 1.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 1. Multivocal Literature Review 
 
Tinjauan Literatur Sistematis (Systematic Literature Review/SLR) merupakan metode kajian 

pustaka yang dilakukan secara terstruktur melalui tahapan yang sistematis dan terencana. 
Pendekatan SLR dapat diterapkan dalam bentuk kualitatif, kuantitatif, maupun kombinasi keduanya. 
Dalam penelitian ini, pendekatan kualitatif dipilih karena berorientasi pada pemahaman mendalam 
terhadap mekanisme, pengalaman, serta konteks, bukan semata-mata pada pengukuran besaran 
dampak [8]  [9]. 

Proses penelusuran literatur mengacu pada tiga tahapan yang direkomendasikan oleh The 
Joanna Briggs Institute (JBI), yaitu eksplorasi awal, penyusunan kata kunci dan istilah terindeks, 
serta perluasan pencarian melalui bibliografi dan sumber relevan lainnya guna meminimalkan 
potensi bias  [10]. Tahapan tersebut kemudian dilanjutkan dengan penyusunan pedoman penelitian. 
Adapun pedoman kompilasi data yang digunakan dalam penelitian ini disajikan pada Tabel 1. 

 
Tabel 1. JBI Daftar Penilaian Kritis untuk Tinjauan Sistematis dan Sintesis Penelitian 

Nomor Pertanyaan Jawaban Deskripsi 

1 Apakah pertanyaan tinjauan dinyatakan dengan jelas dan 
eksplisit? 

Ya Dapat dilihat di bagian 
penjelasan. 

    

2 Apakah kriteria inklusi sesuai dengan pertanyaan tinjauan? Ya Dapat dilihat di bagian 
penjelasan. 

3 Apakah strategi pencarian sesuai? Ya Karena menggunakan 
metode MLR. 

4 Apakah sumber dan referensi yang digunakan untuk mencari 
studi memadai? 

Ya Data bersumber dari 
Scopus dan Web of 
Science, peraturan, 
buku, dan dokumen. 
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5 Apakah kriteria untuk menilai studi sesuai? Ya Penyusunan pedoman 
berdasarkan JBI. 

6 Apakah penilaian kritis dilakukan oleh dua atau lebih peninjau 
secara independen? 

Ya Ditulis oleh lebih dari 
satu penulis. 

7 Apakah ada metode untuk meminimalkan kesalahan dalam 
ekstraksi data? 

Ya Menggunakan aplikasi 
Turnitin. 

8 Apakah metode yang digunakan untuk menggabungkan studi 
sesuai? 

Ya Multivocal Literature 
Review (MLR) 

9 Apakah kemungkinan bias publikasi dinilai? Ya Menggunakan aplikasi 
Turnitin. 

10 Apakah arahan khusus untuk penelitian baru sesuai? Ya Telah dimasukkan 
dalam rekomendasi 
untuk penelitian yang 
lebih baik. 

 
Tabel 1 menunjukkan bahwa penelitian ini telah disusun selaras dengan pedoman yang 

ditetapkan oleh JBI. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang dianalisis melalui 
pendekatan MLR dengan cara mengekstraksi temuan, tema, maupun dampak ke dalam suatu 
sintesis terpadu. Pemanfaatan data sekunder didasarkan pada pertimbangan efisiensi, 
keterjangkauan, serta kemudahan akses dalam menjawab rumusan masalah penelitian yang baru  
[11]. 

Pendekatan tinjauan pustaka sistematis dalam penelitian ini dirancang untuk memastikan 
bahwa proses pengumpulan dan analisis sumber dilakukan secara terstruktur, transparan, dan dapat 
dipertanggungjawabkan secara akademik. Kajian tidak hanya berfokus pada hasil penelitian, tetapi 
juga mencermati kerangka teoretis, asumsi filosofis, serta kecenderungan metodologis yang 
digunakan dalam setiap karya yang dianalisis. Dengan demikian, penelitian ini berupaya menangkap 
dinamika perkembangan wacana mengenai relasi antara Pancasila, etika ilmiah, dan transformasi 
ilmu pengetahuan dalam konteks Indonesia. 

Tahap identifikasi literatur dilakukan melalui penelusuran terencana dengan strategi 
pencarian tertentu, termasuk penggunaan kombinasi kata kunci, operator logika (AND, OR), serta 
pembatasan tahun publikasi dan jenis dokumen. Proses ini memungkinkan peneliti memperoleh 
sumber yang relevan sekaligus meminimalkan risiko bias seleksi. Seluruh temuan literatur kemudian 
dicatat secara sistematis dalam matriks data untuk memudahkan proses penelusuran kembali dan 
pengendalian kualitas data. 

Selanjutnya, proses analisis dilakukan melalui teknik analisis isi dan analisis tematik. Setiap 
dokumen dibaca secara kritis untuk mengidentifikasi konsep utama, kategori tematik, pola 
argumentasi, dan celah penelitian (research gap). Proses pengodean dilakukan secara manual 
dengan mengembangkan kategori terbuka yang kemudian dipadatkan menjadi tema-tema utama. 
Tahapan ini memungkinkan peneliti untuk menyusun konstruksi konseptual yang koheren dan 
berbasis pada temuan literatur  [12], serta literatur ilmiah baik pada tingkat nasional maupun 
internasional  [13]. Penelusuran literatur ilmiah tersebut memanfaatkan basis data bereputasi seperti 
Scopus dan Web of Science  [14]. Selanjutnya, seluruh data yang telah terkumpul diklasifikasikan 
secara sistematis, sebagaimana disajikan pada Tabel 2. 

 
Table 2. Research Secondary Data Classification 

Contents Regulation Number of Documents 

Laws and regulations 2 
International journals 6 
National journals 34 
Other journals 8 

Total Document 50 Documents 

 
Untuk meningkatkan keabsahan temuan, penelitian ini menggunakan strategi peningkatan 

kredibilitas seperti triangulasi sumber, pengecekan konsistensi antardokumen, dan refleksivitas 
peneliti terhadap potensi bias interpretasi. Selain itu, proses audit trail dilakukan dengan menyimpan 
catatan proses analisis, ringkasan dokumen, serta keputusan-keputusan analitik yang diambil 
selama penelitian berlangsung. Langkah ini bertujuan untuk menjaga transparansi metodologis dan 
meningkatkan kepercayaan terhadap hasil kajian.Akhirnya, hasil sintesis disusun dalam bentuk 
kerangka konseptual yang menggambarkan hubungan antara nilai Pancasila, praktik etika ilmiah, 
dan kebijakan pengembangan IPTEK [15]. Kerangka ini kemudian digunakan sebagai dasar untuk 
merumuskan implikasi teoretis dan rekomendasi praktis yang diharapkan dapat memberikan 
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kontribusi terhadap penguatan paradigma keilmuan yang beretika, berkeadilan, dan berorientasi 
pada kepentingan publik. 

 
 

3. Hasil 
Setelah mengumpulkan 50 dokumen yang akan disebutkan di pembahasan, pada bagian hasil 

hanya akan disediakan jumlah masing masing artikel dalam kerangka penelitian yang dikembangkan 
dengan menggunakan dua teori sebagai landasan konseptual yaitu literasi digital pendidikan 
pancasila dan pengembangan ilmu pengetahuan berkelanjutan di era society 5.0. Hasil penelitian 
yang diambil dari beberapa artikel jurnal digunakan sebagai literatur review yang sitematis. Berikut 
data yang diambil dari sumber literatur review tersebut: 

 
Tabel 3. Kerangka konseptual literasi digital pendidikan pancasila 

Konsep Utama Penjelasan Relevansi 

Definisi Literasi Digital Literasi digital adalah kecakapan 
mengoperasikan teknologi, 
informasi, dan komunikasi, serta 
kemampuan bersosialisasi yang 
tinggi. 

Mempengaruhi kemampuan individu dalam 
mengakses dan mengevaluasi informasi. 

Kemampuan Literasi Digital Meliputi akses, identifikasi, 
pengelolaan, analisis, dan 
evaluasi sumber daya digital. 

Penting untuk meningkatkan pengetahuan dan 
wawasan kebangsaan. 

Dampak Teknologi Kemajuan teknologi informasi dan 
komunikasi mendorong 
peningkatan kemampuan literasi 
digital. 

Memfasilitasi individu dalam menggunakan teknologi 
secara efektif dan bertanggung jawab. 

Tujuan Literasi Digital Menjaga masyarakat dari 
pengaruh negatif media digital 
serta Menyiapkan masyarakat 
sebagai pengguna utama media 
digital. 

Mencegah penyebaran informasi hoax dan menjaga 
persatuan bangsa. 

Keterampilan Literasi 
Informasi 

Penting untuk mendapatkan dan 
membuat informasi yang dapat 
dipercaya. 

Membantu individu untuk tidak mudah terpengaruh 
oleh informasi yang salah. 

Sumber : 15 Artikel 

 
Berikut adalah tabel Landasan Nilai Pancasila dan Relevansinya dalam Ilmu Pengetahuan : 

 
Tabel 4. Landasan Nilai Pancasila dan Relevansinya dalam Ilmu Pengetahuan 

Sila Pancasila  Landasan Filosofis 
Relevansi dalam Ilmu 
Pengetahuan 

Implikasi Praktis 

Ketuhanan Yang 
Maha Esa 

Etika transendental 
dan spiritualitas 

Ilmu dikembangkan dengan 
kesadaran moral dan tanggung 
jawab spiritual 

Penelitian tidak bertentangan 
dengan nilai kemanusiaan dan 
moral publik 

Kemanusiaan yang 
Adil dan Beradab 

Pengakuan 
martabat manusia 

Subjek riset diperlakukan secara 
etis dan bermartabat 

Perlindungan hak partisipan dan 
informed consent 

Persatuan 
Indonesia 

Solidaritas sosial 
dan kebangsaan 

Ilmu diarahkan untuk 
memperkuat kohesi sosial 

Penelitian sensitif terhadap 
konflik sosial 

Kerakyatan yang 
Dipimpin oleh 
Hikmat 
Kebijaksanaan 

Demokrasi 
deliberative 

Keputusan riset bersifat 
partisipatif dan transparan 

Proses evaluasi riset melibatkan 
berbagai pemangku kepentingan 

Keadilan Sosial 
bagi Seluruh 
Rakyat Indonesia 

Orientasi keadilan 
distributive 

Ilmu tidak elitis dan tidak eksklusif Hasil riset dapat diakses dan 
dimanfaatkan masyarakat luas 

 
Berikut adalah tampilan visualisasi tabel sebagai kerangka pemahaman pada pembahasan 

Kebijakan Riset, Regulasi dan Implementasi. 
 

Tabel 5. Kerangka Implementasi Nilai Pancasila dalam Pengembangan Ilmu Pengetahuan 
Aspek 
Implementasi 

Bentuk Penerapan Tujuan Etis Dampak yang Diharapkan 

Etika Penelitian Perlindungan subjek, privasi 
data, transparansi riset 

Menjaga martabat manusia Mencegah eksploitasi dan 
penyalahgunaan data 

Pendidikan 
Tinggi 

Integrasi Pancasila dalam 
kurikulum dan pembelajaran 

Membentuk karakter 
ilmuwan beretika 

Lulusan berorientasi pada 
tanggung jawab sosial 

Kebijakan Riset Analisis dampak sosial dalam 
proposal penelitian 

Menjamin kebermanfaatan 
publik 

Riset berpihak pada 
masyarakat 
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Komite Etik Review etis yang kontekstual 
dan substantif 

Menjaga keadilan distributif Menurunkan pelanggaran etika 

Budaya 
Akademik 

Penguatan integritas dan 
transparansi 

Membangun ekosistem 
ilmiah berkeadaban 

Meningkatkan kepercayaan 
publik terhadap ilmu 

Sumber : 15 Artikel 
 

Tabel 6. Berikut adalah tabel Sintesis Konseptual Revolusi Industri 4.0, Society 5.0, dan Implikasi 
terhadap Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan : 

Aspek Deskripsi Konseptual Implikasi dalam Pendidikan 

Komponen Revolusi 
Industri 4.0 

Revolusi Industri 4.0 memiliki empat 
komponen utama: (1) Interkoneksi melalui 
Internet of Things (IoT) yang memungkinkan 
komunikasi antara manusia dan mesin; (2) 
Transparansi informasi melalui digitalisasi 
data dan penciptaan salinan virtual; (3) 
Technical assistance berupa kemampuan 
sistem membantu pekerjaan manusia secara 
efisien; (4) Pengambilan keputusan otomatis 
oleh sistem siber-fisik tanpa intervensi 
manusia. 

Pembelajaran perlu mengintegrasikan 
teknologi digital, meningkatkan literasi 
digital, serta mempersiapkan peserta 
didik untuk berinteraksi dengan sistem 
berbasis teknologi cerdas. 

Konsep Society 5.0 Society 5.0 merupakan konsep masyarakat 
cerdas yang mengintegrasikan dunia nyata 
dan virtual secara human-centered. Berbeda 
dengan Revolusi Industri 4.0 yang berfokus 
pada teknologi, Society 5.0 menempatkan 
manusia sebagai aktor utama dalam 
pemanfaatan teknologi. 

Pendidikan diarahkan untuk 
mengembangkan keseimbangan 
antara penguasaan teknologi dan 
nilai-nilai kemanusiaan, sehingga 
peserta didik tidak hanya adaptif 
secara teknis tetapi juga berkarakter. 

Hubungan Industri 4.0 dan 
Society 5.0 

Society 5.0 merupakan kelanjutan dari 
Revolusi Industri 4.0, dengan penekanan 
pada aspek sosial dan keberlanjutan. 
Teknologi tetap menjadi instrumen, namun 
tujuannya adalah kesejahteraan manusia dan 
penyelesaian masalah sosial global. 

Kurikulum perlu mengintegrasikan 
aspek teknologi dengan nilai sosial, 
etika, dan keberlanjutan 
(sustainability). 

Dampak Teknologi 
terhadap Pendidikan 

Perkembangan teknologi seperti IoT 
mengubah pola pikir dan cara belajar 
masyarakat. Pendidikan di era Industri 4.0 
berfokus pada integrasi teknologi jaringan 
dalam proses pembelajaran. 

Diperlukan inovasi pembelajaran 
berbasis digital, pembelajaran 
berbasis masalah (problem-based 
learning), serta penguatan literasi 
teknologi. 

Peran Pendidikan 
Pancasila dan 
Kewarganegaraan (PPKn) 

PPKn bertujuan membentuk warga negara 
yang cerdas dan baik (smart and good 
citizenship) sesuai amanat UU No. 20 Tahun 
2003. 

PPKn menjadi mata pelajaran inti yang 
menanamkan nilai demokrasi, 
tanggung jawab, dan partisipasi aktif 
dalam kehidupan bernegara. 

Kompetensi Utama PPKn Terdapat tiga kompetensi utama: (1) Civic 
Knowledge (pengetahuan 
kewarganegaraan); (2) Civic Skills 
(keterampilan kewarganegaraan); (3) Civic 
Disposition (sikap dan karakter berbasis 
Pancasila). 

Pembelajaran harus 
mengintegrasikan ketiga kompetensi 
tersebut secara holistik melalui 
pendekatan kognitif, afektif, dan 
psikomotorik. 

Peran Literasi dalam Civic 
Knowledge 

Pengetahuan kewarganegaraan diperoleh 
melalui proses literasi, terutama membaca, 
yang mendorong kemampuan berpikir kritis. 

Penguatan budaya literasi digital dan 
non-digital menjadi kunci dalam 
meningkatkan civic knowledge peserta 
didik. 

Optimalisasi Teknologi 
dalam PPKn 

Teknologi digital, termasuk internet, menjadi 
sumber belajar alternatif dalam memperoleh 
pengetahuan kewarganegaraan. 

Pemanfaatan media digital, e-learning, 
dan sumber daring perlu dioptimalkan 
untuk meningkatkan kualitas 
pembelajaran PPKn. 

Sumber : 20 Artikel 
 
4. Pembahasan 
4.1 Landasan Filosofis Mengapa Pancasila Relevan bagi Ilmu Pengetahuan 

Pancasila bukan sekadar dasar normatif negara tetapi juga sistem filsafat yang memberikan 
pedoman bagi orientasi ilmu pengetahuan  [16]. Kelima sila bukanlah prinsip yang berdiri sendiri, 
melainkan satu kesatuan yang menampilkan pandangan menyeluruh tentang manusia, masyarakat, 
dan tujuan hidup bersama. Dalam kerangka ilmu pengetahuan, hal ini berarti bahwa kegiatan ilmiah 
di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari etika transendental, kemanusiaan, solidaritas nasional, 
prinsip demokratis, dan orientasi keadilan sosial [17]. Penjelasan konseptual ini penting karena 
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memberi rambu bahwa objektivitas ilmiah tidak mengharuskan pemisahan dari nilai moral, melainkan 
justru membutuhkan nilai sebagai arah aksiologi penelitian. 

Dalam konteks globalisasi, Pancasila memiliki fungsi korektif terhadap kecenderungan ilmu 
yang diprivatisasi, dikomodifikasi, dan direduksi menjadi instrumen ekonomi-politik. Era digital 
melahirkan bentuk baru dominasi pengetahuan melalui platform data global dan kecerdasan buatan 
yang tidak selalu berpihak pada kepentingan masyarakat [18]. Tanpa prinsip moral yang jelas, ilmu 
dapat berkembang menjadi alat yang mengancam privasi, memperluas kesenjangan akses, dan 
melemahkan kohesi sosial. Pada titik ini, Pancasila berfungsi sebagai kompas etik yang 
menegaskan bahwa kemajuan teknologi harus selaras dengan perlindungan manusia sebagai 
subjek moral  [19]. 

Pancasila juga menyediakan pola pikir ontologis yang memandang manusia sebagai makhluk 
yang holistik sekaligus makhluk sosial. Perspektif ini menolak reduksionisme ilmiah yang hanya 
menilai manusia dari sudut pandang kuantitatif, algoritmik, atau utilitarian. Sebaliknya, Pancasila 
mengharuskan ilmu untuk mempertimbangkan keberagaman budaya, relasi sosial, spiritualitas, dan 
keutuhan martabat manusia [20]. Dengan menempatkan nilai kemanusiaan sebagai dasar, 
Pancasila mencegah berkembangnya teknologi yang mereduksi manusia menjadi sekadar objek 
sistem data. 

Di sisi lain, Pancasila mengajarkan keseimbangan antara kebebasan ilmiah dan tanggung 
jawab sosial. Konsep kebebasan yang diatur oleh sila keempat dan kelima menjelaskan bahwa 
kebebasan tidak identik dengan liberalisme individu, melainkan dijalankan melalui mekanisme 
musyawarah dan keberpihakan kepada keadilan. Ini mempertegas bahwa peneliti memiliki 
kewajiban untuk mempertimbangkan akibat penelitiannya terhadap kelompok rentan dan 
kepentingan publik  [21].  

 
4.2 Pancasila sebagai Kerangka Etika Ilmiah 

Implementasi Pancasila sebagai etika ilmiah memerlukan artikulasi nilai ke dalam prinsip 
operasional. Sila kedua Pancasila dapat dioperasionalkan menjadi prinsip penghormatan martabat 
manusia yang menuntut peneliti untuk menghindari eksploitasi subjek riset dan menjunjung 
persetujuan sadar (informed consent). Dalam konteks penelitian digital, hal ini mencakup 
perlindungan data pribadi dan transparansi penggunaan data oleh lembaga riset  [22]. Pendekatan 
berbasis martabat manusia menjadi sangat penting ketika penelitian melibatkan algoritma atau big 
data yang rawan bias dan diskriminasi  [23]. 

 Sila kelima, keadilan sosial, diterjemahkan sebagai prinsip pemerataan akses terhadap 
manfaat ilmu. Ini berarti ilmu tidak boleh dirancang hanya untuk kepentingan industri atau kelompok 
tertentu, tetapi harus memperhatikan pemerataan hasil penelitian, akses bagi komunitas marginal, 
dan pengurangan ketimpangan digital [24]. Penerapan asas keadilan dalam penelitian dapat 
mendorong inovasi berbasis kebutuhan masyarakat, bukan berbasis pasar semata. 

Nilai sila ketiga, persatuan, memandu ilmuwan untuk mempertimbangkan dampak sosial dan 
kohesi masyarakat dalam setiap keputusan ilmiah. Misalnya, penelitian yang berpotensi memecah 
harmoni komunitas atau memperparah konflik identitas harus dikaji secara etis, tidak hanya 
metodologis [25]. Sementara itu, sila keempat memberikan dasar demokratis bahwa keputusan riset 
harus dilakukan melalui mekanisme yang transparan, partisipatif, dan akuntabel. Ketika prinsip-
prinsip ini disusun ke dalam kode etik riset, banyak penelitian melaporkan terjadinya peningkatan 
kualitas akuntabilitas serta penurunan kasus pelanggaran etika seperti fabrikasi data, plagiarisme, 
dan penyalahgunaan informasi [26].  

 
4.3 Pendidikan Pancasila dan Pembentukan Karakter Ilmuwan 

Pendidikan Pancasila di perguruan tinggi memegang peran fundamental dalam membentuk 
habitus ilmiah yang beretika.Integrasi nilai Pancasila dalam kurikulum IPTEK bukan hanya bersifat 
pengetahuan teoretis, tetapi harus diwujudkan dalam pembelajaran yang reflektif, aplikatif, dan 
kontekstual [27]. Dalam praktiknya, model pembelajaran problem-based learning yang 
dikombinasikan dengan studi kasus etika penelitian terbukti meningkatkan sensitivitas mahasiswa 
terhadap isu-isu moral dalam teknologi, seperti penyalahgunaan data, bias algoritmik, eksploitasi 
sumber daya, dan keberlanjutan lingkungan  [28]. 

Selain itu, pendidikan Pancasila yang efektif menuntut adanya jembatan antara teori dan 
praktik. Mahasiswa harus dilibatkan dalam kegiatan penelitian, proyek sosial, dan pengabdian 
masyarakat yang memberikan pengalaman nyata untuk menerapkan nilai-nilai kemanusiaan dan 
keadilan sosial [29]. Mahasiswa yang terpapar langsung pada dampak sosial teknologi memiliki 
kecenderungan lebih kuat untuk mengembangkan etika profesional yang berorientasi pada 
kesejahteraan masyarakat [30]. 
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 Pembentukan karakter ilmuwan juga dipengaruhi oleh lingkungan akademik dan budaya 
institusi. Jika institusi hanya menekankan output penelitian dan publikasi tanpa memberikan ruang 
untuk refleksi etis, maka nilai Pancasila tidak akan terinternalisasi secara mendalam [31]. Oleh 
karena itu, pendidikan Pancasila harus diiringi oleh kebijakan kampus yang mendorong integritas 
akademik, transparansi publikasi, dan evaluasi etika secara berkelanjutan. 

 
4.4 Kebijakan Riset, Regulasi, dan Implementasi 

Literatur menunjukkan bahwa keberhasilan penerapan nilai Pancasila dalam ilmu pengetahuan 
sangat ditentukan oleh efektivitas kebijakan riset [32]. Kebijakan riset nasional perlu 
mengintegrasikan prinsip-prinsip moral dalam seluruh tahap penelitian, mulai dari pengajuan 
proposal, proses evaluasi, hingga publikasi dan diseminasi hasil  [33]. Hal ini dilakukan, misalnya, 
melalui persyaratan wajib analisis dampak sosial dalam pengajuan proposal riset. Komite etik yang 
independen harus memiliki kapasitas untuk menilai aspek kultural dan keadilan distributif, bukan 
hanya kepatuhan prosedural [34]. Reviewer etika perlu memahami konteks sosial penelitian agar 
dapat menilai apakah hasil riset akan membawa manfaat bagi masyarakat luas atau hanya 
memperkuat dominasi industri atau kepentingan komersial tertentu. Kebijakan riset yang diarahkan 
oleh nilai Pancasila dapat menciptakan model pembangunan ilmu yang berorientasi pada 
kesejahteraan [35]. Sebagai contoh, riset kesehatan yang berbasis Pancasila [36] tidak hanya 
mengejar inovasi medis tetapi juga pemerataan layanan dan keterjangkauan obat. Dalam bidang 
teknologi digital, nilai-nilai Pancasila menuntun regulasi privasi, keamanan data, dan keadilan akses, 
sehingga mencegah dominasi korporasi atau manipulasi data publik [37].  

 
4.5 Tantangan dan Hambatan Implementasi 

Hambatan utama dalam penerapan nilai Pancasila pada ilmu pengetahuan berkaitan dengan 
resistensi struktural dan kultural [38]. Secara struktural, banyak lembaga riset menghadapi 
keterbatasan sumber daya untuk melakukan review etika secara mendalam. Review etika sering kali 
hanya menjadi prosedur administratif tanpa analisis substantif mengenai dampak sosial penelitian. 
Kondisi ini menyebabkan nilai Pancasila tidak benar-benar diinternalisasi dalam proses ilmiah  [39]. 

Hambatan kultural muncul ketika sebagian peneliti memandang etika sebagai batasan terhadap 
kebebasan ilmiah. Pandangan ini diperparah oleh orientasi kompetitif dalam dunia akademik yang 
mengutamakan peringkat, publikasi, dan paten [40]. Tekanan komersial sering kali mendorong 
peneliti untuk mengabaikan pertimbangan etis demi mempercepat inovasi atau mendapatkan 
pendanaan. 

Selain itu, tantangan epistemik terkait dengan kurangnya indikator evaluasi etika yang sensitif 
terhadap konteks Indonesia. Teori Kebenaran Pancasila [41] menyatakan bahwa pendekatan etika 
universal belum tentu efektif dalam konteks sosial-budaya Indonesia yang plural. Dibutuhkan 
pendekatan evaluasi yang mempertimbangkan norma lokal, nilai budaya, dan relasi sosial yang 
khas. Tanpa indikator yang relevan secara kontekstual, penilaian etika dapat bersifat abstrak dan 
tidak mampu menangkap risiko sosial yang nyata [42]. 

 
4.6 Strategi Penguatan Implementasi 

Langkah strategis untuk menguatkan implementasi nilai Pancasila dalam pengembangan ilmu 
memerlukan pendekatan multi-level. Pertama, reformasi kurikulum perlu memperluas ruang refleksi 
etika dengan pendekatan interdisipliner yang mengaitkan Pancasila dengan kasus-kasus 
kontemporer seperti kecerdasan buatan, bioetika, privasi digital, dan perubahan iklim [43]. Hal ini 
memperkuat relevansi nilai Pancasila pada isu-isu teknologi aktual. 

Kedua, pendanaan riset perlu diarahkan pada penelitian yang memiliki dampak sosial nyata, 
bukan hanya nilai publikasi. Pentingnya memasukkan kriteria keadilan sosial dan kebermanfaatan 
publik dalam mekanisme seleksi proposal  [44]. Penelitian yang tidak memiliki kontribusi sosial yang 
jelas perlu ditinjau ulang dalam konteks etika Pancasila. 

Ketiga, kapasitas komite etik harus ditingkatkan melalui pelatihan yang mencakup kompetensi 
budaya, analisis dampak sosial, dan evaluasi risiko teknologi. Pentingnya pedoman etik yang 
fleksibel untuk menyesuaikan dengan dinamika teknologi dan persoalan sosial yang terus 
berkembang  [45]. 

Keempat, dialog publik yang melibatkan akademisi, industri, pemerintah, dan masyarakat perlu 
diperluas untuk membangun kesadaran kolektif mengenai pentingnya ilmu pengetahuan yang 
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bermoral dan inklusif. Forum multistakeholder dapat memperkuat legitimasi nilai Pancasila sebagai 
pedoman pembangunan IPTEK  [46]. 

Kelima, pilot project berbasis institusi perlu dikembangkan untuk menguji model 
implementasi Pancasila dalam riset  [47]. Keberhasilan pada skala kecil dapat direplikasi pada skala 
besar ketika didukung oleh kebijakan dan sumber daya yang memadai. 

 
4.7 Revolusi Industri 4.0, Society 5.0, dan Implikasi terhadap Pendidikan Pancasila dan 

Kewarganegaraan 

Revolusi Industri 4.0 ditandai dengan integrasi teknologi cerdas dalam berbagai aspek 
kehidupan manusia. Terdapat empat komponen utama yang menjadi fondasi dalam era ini, yaitu 
interkoneksi, transparansi informasi, bantuan teknis (technical assistance), dan pengambilan 
keputusan otomatis . Interkoneksi memungkinkan terjadinya komunikasi antara manusia, mesin, dan 
perangkat melalui Internet of Things (IoT), sehingga proses pertukaran informasi dapat berlangsung 
secara cepat dan efisien  [48]. Transparansi informasi menghadirkan kemampuan untuk 
merepresentasikan dunia nyata ke dalam bentuk digital berbasis data sensor, yang selanjutnya 
dapat dianalisis untuk mendukung pengambilan keputusan. Selain itu, sistem berbasis teknologi juga 
mampu memberikan bantuan teknis dengan mengambil alih pekerjaan yang bersifat berulang, berat, 
maupun berisiko. Bahkan, dalam konteks tertentu, sistem siber-fisik dapat mengambil keputusan 
secara mandiri tanpa keterlibatan manusia. Perkembangan pesat Revolusi Industri 4.0 mendorong 
lahirnya konsep baru yang dikenal sebagai Society 5.0  [49]. Konsep ini diperkenalkan oleh Jepang 
sebagai respons terhadap berbagai tantangan global, seperti ketimpangan sosial, kerusakan 
lingkungan, dan kompleksitas permasalahan kehidupan modern. Society 5.0 menekankan integrasi 
antara dunia nyata dan dunia virtual dengan menempatkan manusia sebagai pusat utama (human-
centered). Dengan demikian, teknologi tidak lagi menjadi tujuan utama, melainkan sebagai alat untuk 
meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat  [50]. 

Meskipun demikian, Society 5.0 tidak dapat dipisahkan dari Revolusi Industri 4.0, melainkan 
merupakan kelanjutan yang menyempurnakan orientasinya. Jika Industri 4.0 berfokus pada efisiensi 
dan menjadikan semua serba otomatis berbasis teknologi, maka Society 5.0 lebih menekankan pada 
pemanfaatan teknologi untuk kepentingan sosial dan kemanusiaan  [51]. Dalam konteks ini, 
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) memiliki peran strategis sebagai instrumen 
pendidikan karakter  [52]. Secara hakikat, tujuan utama PPKn adalah membentuk generasi muda 
yang memiliki pemahaman politik, kepekaan sosial, serta tanggung jawab dalam kehidupan 
bermasyarakat  [53]. Oleh karena itu, pembelajaran PPKn tidak hanya menitikberatkan pada aspek 
kognitif, namun juga mencakup pembentukan sikap dan perilaku. Dalam implementasinya, 
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan mengembangkan tiga kompetensi utama, yaitu civic 
knowledge, civic skills, dan civic disposition. Civic knowledge berkaitan dengan pemahaman peserta 
didik mengenai hak dan kewajiban sebagai warga negara  [54]. Civic skills mencakup kemampuan 
dalam menerapkan pengetahuan tersebut dalam kehidupan nyata, seperti keterampilan berpikir 
kritis dan partisipasi sosial. Sementara itu, civic disposition berhubungan dengan pembentukan 
karakter yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila, seperti tanggung jawab, toleransi, dan cinta tanah 
air.  [55]. 

Salah satu aspek penting dalam pengembangan civic knowledge adalah literasi. Melalui 
aktivitas membaca, individu dapat memperoleh berbagai informasi yang mendorong proses berpikir 
kritis dan analitis. Pengetahuan kewarganegaraan tidak hanya didapatkan dari sekolah, tetapi juga 
dapat diakses melalui berbagai sumber, termasuk media digital dan internet  [56]. Oleh karena itu, 
kemajuan teknologi dapat dimanfaatkan secara baik untuk meningkatkan kualitas pembelajaran 
PPKn, khususnya dalam memperkuat kompetensi civic knowledge. Dengan demikian, dapat 
disimpulkan bahwa perkembangan Revolusi Industri 4.0 dan Society 5.0 membawa implikasi yang 
signifikan terhadap dunia pendidikan, khususnya dalam penguatan Pendidikan Pancasila dan 
Kewarganegaraan. Integrasi antara teknologi, nilai-nilai kemanusiaan, dan karakter kebangsaan 
menjadi kunci utama dalam mempersiapkan generasi muda yang dapat mengatasi berbagai 
masalah dan hambatan pada masa depan secara adaptif, kritis, dan bertanggung jawab. 

 
 

5. Kesimpulan 
Perkembangan Revolusi Industri 4.0 yang kian cepat dan bertransformasi menuju era 

Society 5.0 telah membawa dampak signifikan dalam kehidupan manusia, khususnya dalam cara 
memanfaatkan teknologi. Di satu sisi, kemajuan teknologi menghadirkan kemudahan serta efisiensi 
dalam berbagai aspek kehidupan, namun di sisi lain juga memunculkan kebutuhan untuk 
memperkuat nilai-nilai kemanusiaan agar tidak terjadi degradasi moral. Dalam konteks tersebut, 
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Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) memegang peranan strategis dalam 
membentuk karakter, sikap, serta tanggung jawab generasi muda sebagai warga negara. Peran ini 
perlu diperkuat melalui penguasaan literasi digital, sehingga peserta didik mampu memanfaatkan 
teknologi secara bijaksana, kritis, dan bertanggung jawab. Dengan demikian, integrasi antara 
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dengan literasi digital menjadi fondasi etis yang kokoh 
dalam pengembangan ilmu pengetahuan yang berkelanjutan. Hal ini diharapkan mampu melahirkan 
generasi yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga berkarakter kuat dan memiliki 
kepedulian sosial di tengah dinamika perkembangan zaman. Selain itu, penguatan literasi digital 
berbasis nilai-nilai Pancasila juga menjadi langkah penting dalam menghadapi berbagai tantangan 
era digital, seperti penyebaran hoaks, ujaran kebencian, penyalahgunaan media sosial, hingga 
lunturnya etika dalam berkomunikasi di ruang digital. Melalui pembelajaran PPKn, peserta didik tidak 
hanya diarahkan untuk memahami teknologi sebagai alat, tetapi juga sebagai sarana untuk 
membangun kehidupan demokratis, toleran, dan beradab. Oleh karena itu, pendidikan perlu 
beradaptasi dengan perkembangan teknologi tanpa meninggalkan identitas nasional dan nilai-nilai 
moral bangsa. Dengan adanya sinergi antara penguasaan teknologi dan penguatan karakter 
kebangsaan, maka akan tercipta sumber daya manusia yang adaptif, inovatif, serta mampu 
berkontribusi secara positif dalam pembangunan masyarakat di era Society 5.0. 
 
Pernyataan Pengakuan AI 
Tim penulis menyatakan bahwa AI generatif atau teknologi yang dibantu AI tidak digunakan 
dengan cara apa pun untuk mempersiapkan, menulis, atau menyelesaikan manuskrip ini. Tim 
penulis menegaskan bahwa kami adalah satu-satunya penulis artikel ini dan bertanggung jawab 
penuh atas isinya, sebagaimana diuraikan dalam rekomendasi COPE. 
 
Informasi Pendanaan 
Tidak ada pendanaan yang terlibat dalam penelitian ini. 
 
Persetujuan Etika 
Penelitian ini menggunakan subjek artikel sebagai sumber data objektif penelitian dan telah 
mematuhi semua peraturan nasional serta kebijakan institusional yang relevan sesuai dengan 
prinsip-prinsip Deklarasi Helsinki dan telah disetujui oleh dewan peninjau institusional penulis atau 
komite yang setara 
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